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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, secara umum 

masih terdapat beberapa kondisi terkait pengembangan karier pegawai 

jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP yang belum ideal. 

Adapun kesimpulan atas masing-masing aspek kualifikasi, kompetensi, 

penilaian kinerja, dan kebutuhan atas suatu jabatan akan penulis jabarkan 

dibawah ini: 

 

1. Aspek Kualifikasi 

Kondisi pengembangan karier pegawai jabatan fungsional pranata 

komputer di Direktorat SITP jika ditinjau dari aspek kualifikasi sudah baik. 

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa seluruh poin-poin 

kualifikasi yang dipersyaratkan pada saat proses pengangkatan masing-

masing pegawai dari jabatan struktural ke fungsional pranata komputer 

(perpindahan dari jabatan lain) telah dipenuhi secara lengkap. Selain itu 

Subbagian Tata Usaha Direktorat SITP selaku pembina jabatan fungsional 

pranata komputer di lingkungan Direktorat SITP juga telah melakukan 

proses koordinasi yang informatif, sehingga memudahkan para calon 

pranata komputer dalam melengkapi berkas persyaratan pengangkatan.  
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Semua persyaratan dalam kualifikasi jabatan fungsional pranata 

komputer sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Adapun peraturan tersebut adalah PERMENPAN-RB Nomor 32 Tahun 

2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer untuk pranata 

komputer dari jalur penerimaan reguler dan PERKA-BPS Nomor 27 Tahun 

2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/Inpassing untuk 

pranata komputer yang berasal dari jalur penerimaan inpassing. 

 

2. Aspek Kompetensi 

Pada aspek kompetensi berupa pelatihan yang diikuti oleh pegawai 

jabatan fungsional di Direktorat SITP, penulis masih menemukan 

beberapa kondisi yang belum ideal. Kondisi tersebut diantaranya adalah 

masih kurangnya pengembangan kompetensi masing-masing pegawai 

jabatan fungsional pranata komputer yang disebabkan karena sedikitnya 

jumlah pelatihan yang diikuti. BPPK selaku penyelenggara pelatihan di 

tingkat Kementerian Keuangan kurang banyak menyediakan jenis serta 

kuota pelatihan. Padahal idealnya, masing-masing PNS berhak mengikuti 

pelatihan minimal sebanyak 20 jamlat dalam waktu satu tahun. Hal ini 

sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 203 ayat 4. 
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Kurangnya kesempatan dalam mengikuti pelatihan juga membuat 

masing-masing pranata komputer banyak yang berinisiatif untuk mengikuti 

pelatihan secara mandiri. Kemudian atas pelatihan mandiri yang diikuti 

secara pribadi oleh masing-masing pranata komputer juga banyak yang 

tidak berhubungan dengan tugas harian yang dilakukan, sehingga justru 

kurang bermanfaat dalam pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. 

Namun, penulis mengapresiasi inisiatif Direktorat SITP yang telah 

berupaya menyelenggarakan pelatihan internal sebagai salah satu solusi 

dalam menangani kondisi kurangnya variasi serta kuota pelatihan yang 

dapat diakomodasi oleh BPPK. 

Sementara kondisi keterampilan/kemampuan untuk melakukan 

tugas sehari-hari saat ini penulis anggap sudah cukup baik. Masing-

masing pranata komputer sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk 

melaksanakan tugas harian. Kemudian masing-masing pranata komputer 

juga memiliki inisiatif untuk melakukan pembelajaran secara mandiri 

apabila merasa adanya kekurangan dalam kemampuan penyelesaian 

tugas harian yang belum dapat diakomodasi melalui penyelenggaraan 

pelatihan. Namun pengembangan kompetensi tetap perlu dilakukan, 

mengingat pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi informasi 

sehingga rawan mengalami ketertinggalan.  
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3. Aspek Penilaian Kinerja 

Aspek penilaian kinerja dalam pengembangan karier pegawai 

jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP untuk saat ini 

belum cukup ideal. Masih terdapat banyak kekurangan yang penulis 

temukan di lapangan, yaitu: 

1. Kondisi penilaian kinerja pranata komputer di Direktorat SITP saat ini 

masih menggunakan format Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang 

sama dengan pelaksana atau jabatan struktural, yaitu masih mengikuti 

format lama sesuai dengan KMK Nomor 467/KMK.01/2014. Padahal 

seharusnya di Semester II tahun 2021 ini format SKP yang digunakan 

mengikuti ketentuan dalam SE-10/MK.1/2021. Implementasi format 

SKP baru untuk jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat 

SITP baru akan dilaksanakan pada saat penyusunan SKP di awal 

tahun 2022 mendatang dikarenakan saat ini masih dalam tahap 

perancangan. 

2. Belum adanya dokumen uraian jabatan dan petunjuk teknis penilaian 

angka kredit jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan 

Direktorat SITP untuk periode tahun 2021. Saat ini uraian jabatan 

masih berpedoman langsung pada PERKA-BPS Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 

Pranata Komputer. 
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4. Aspek Kebutuhan Atas Suatu Jabatan 

Aspek kebutuhan atas suatu jabatan saat ini kondisinya masih 

belum ideal. Penulis masih menemukan beberapa permasalahan yang 

terjadi di lapangan terkait aspek kebutuhan atas suatu jabatan. 

Permasalahan tersebut diantaranya adalah belum adanya analisis beban 

kerja yang berisi kebutuhan formasi jabatan untuk fungsional pranata 

komputer di Direktorat SITP. Dokumen analisis beban kerja masih dalam 

tahap perumusan dan hingga penelitian ini selesai dilakukan, proses 

perumusan analisis beban kerja masih berjalan.  

Permasalahan lainnya adalah belum terdapatnya analisis beban 

kerja untuk pegawai jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat 

SITP. Padahal dokumen analisis beban kerja pada hakekatnya sangat 

diperlukan sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-

masing tingkat jabatan fungsional pranata komputer serta penyusunan 

kebutuhan atau formasi jabatan yang diperlukan dalam organisasi. Sama 

seperti dokumen analisis beban kerja, saat ini dokumen analisis jabatan 

statusnya masih dalam tahap perumusan dan direncanakan baru akan 

diimplementasikan di awal tahun 2022. 

 

A. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis akan 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan terkait pengembangan karier bagi pegawai jabatan 
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fungsional pranata komputer di Direktorat SITP. Adapun saran-saran 

tersebut jika ditinjau dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kualifikasi

Aspek kualifikasi dalam pengembangan karier jabatan fungsional 

pranata komputer di Direktorat SITP sudah baik dan sejalan dengan 

peraturan yang berlaku. Namun saat ini proses pemberkasan masih 

dilakukan secara manual. Saran dari penulis adalah agar kedepannya 

pemberkasan bisa dilakukan secara digital, misal2ya melalui aplikasi yang 

terintegrasi antara Direktorat SITP dengan BPS. Adapun model aplikasi 

tersebut dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Masing-masing calon pranata 
komputer mengakses aplikasi 

dengan login menggunakan email
kemenkeu

Aplikasi menampilkan menu 
check list berkas persyaratan 
kualifikasi sesuai klasifikasi 

jabatan

Calon pranata komputer 
melakukan klik pada check 

list berkas satu persatu

Setelah melakukan klik, akan 
muncul opsi unggah berkas dalam 

bentuk file digital (misalnya 
ekstensi .pdf)

Calon pranata komputer 
melakukan unggah 

berkas kualifikasi sampai 
muncul notifikasi sukses

Aplikasi akan menampilkan status pengajuan 
dokumen seperti:

1. Dokumen berhasil diunggah calon pranata

2. Dokumen dalam verifikasi SILSDM DJPb

3. Dokumen dalam verifikasi BPS

4. Dokumen selesai di proses BPS; 
dilanjutkan dengan penerbitan surat 

pemberitahuan yang juga dapat diunduh pada 
aplikasi tersebut.

Gambar 13: 
RANCANGAN MODEL DIGITALISASI PEMBERKASAN CALON PRANATA 

KOMPUTER DI DIREKTORAT SITP
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Digitalisasi dalam proses pengumpulan berkas kualifikasi/persyaratan 

untuk menjadi pranata komputer menggunakan aplikasi yang terintegrasi 

seperti pada gambar diatas menurut penulis akan lebih menghemat 

waktu, biaya, serta mengurangi pemakaian kertas. 

 

2. Aspek Kompetensi 

Penulis menyarankan Subbagian Tata Usaha Direktorat SITP 

selaku pembina jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP 

membuat analisis kebutuhan pelatihan/Training Need Analysis (TNA), 

dikarenakan kondisi saat ini usulan penyelenggaraan pelatihan murni 

hanya berasal dari opini masing-masing pranata komputer saja. Hal ini 

sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pada pasal 

102, dimana kesempatan untuk pengembangan kompetensi direncanakan 

setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Model TNA bisa menggunakan 

format sederhana saja, contohnya seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13:  
CONTOH MODEL TRAINING NEED ANALYSIS (TNA) 

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber 
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Kemudian dari model TNA diatas selanjutnya dapat dirumuskan 

poin-poin sebagai berikut: 

a. Masalah apa saja yang sering dihadapi oleh pranata komputer pada 

level jabatan A, B, C dst. berkaitan dengan kondisi kompetensi saat 

ini; 

b. Pelatihan atau bentuk pengembangan kompetensi apa saja yang 

dapat menyelesaikan permasalahan pada poin a. Misalnya, jenis 

kompetensi berupa keahlian dalam bahasa pemrograman Java untuk 

pranata komputer level jabatan mahir atas nama X masih kurang dan 

pengembangannya dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan setifikasi 

Java untuk pemula. 

c. Atas daftar yang telah dibuat pada poin B, selanjutnya dapat dibuat 

daftar jenis pelatihan beserta skala prioritasnya.  Skala prioritas dapat 

ditentukan dari seberapa penting/krusialnya pengembangan 

kompetensi tersebut bagi organisasi, berapa banyak jumlah pegawai 

jabatan fungsional pranata komputer yang memerlukan pelatihan 

tersebut, serta besaran biaya pelatihan jika memperhatikan pagu yang 

ada pada organisasi. 

Kemudian saran lainnya adalah agar Direktorat SITP dan SILSDM 

Setditjen DJPb dapat mengimplementasikan metode pengukuran manfaat 

pelatihan yang dapat mengukur pengaruh dari pelatihan secara praktis, 

misalnya manfaat pelatihan dalam kemudahan pengerjaan tugas harian. 
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Karena menurut penulis, pengukuran dengan hanya mengandalkan 

metode penilaian pretest, postest, dan penerbitan sertifikat kurang efektif. 

  

3. Aspek Penilaian Kinerja 

Saat ini Direktorat SITP sedang dalam tahap penyusunan format 

Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan Surat Keuangan Menteri 

Keuangan Nomor SE-10/MK.1/2021 Tentang Pengelolaan Kinerja Tahun 

2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penulis menyarankan agar 

proses penyusunan dapat segera diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 

berakhir sehingga format SKP baru sudah dapat digunakan untuk 

penilaian SKP semester II tahun 2021. Hal tersebut bertujuan untuk 

memudahkan para pranata komputer dalam penilaian kinerja tahunan. 

Begitu juga dengan dokumen uraian jabatan dan petunjuk teknis penilaian 

kinerja bagi pranata komputer di lingkungan Direktorat SITP, diharapkan 

selesai sebelum masa penyerahan DUPAK tahun 2021 berakhir. 

Kemudian dengan adanya perubahan pada format SKP tersebut, 

penulis juga menyarankan agar Subbagian Tata Usaha Direktorat SITP 

melakukan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) ke masing-

masing pranata komputer. Harapannya agar masing-masing pranata 

komputer dapat memahami dan membantu dalam penyusunan SKP 

format baru sesuai dengan tugas, fungsi, dan tingkat jabatannaya masing-

masing. 
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4. Aspek Kebutuhan Atas Suatu Jabatan  

Sama seperti pada aspek penilaian kinerja, penulis juga 

menyarankan agar penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis 

beban kerja sudah dapat terselesaikan di akhir tahun 2021. Harapannya 

adalah agar kondisi aspek kebutuhan atas jabatan fungsional pranata 

komputer di Direktorat SITP bisa lebih ideal dan sejalan dengan peraturan 

yang berlaku di tahun 2022 nanti. Kemudian saran lainnya adalah agar 

Subbagian Tata Usaha melakukan proses koordinasi dan sharing session 

dengan masing-masing pranata komputer. Sharing session dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran terkait pekerjaan rutin/harian yang selama 

ini dilakukan. Hasil dialog tersebut dapat menjadi bahan masukkan atau 

pertimbangan dalam menyusun analisis beban kerja dan analisis jabatan 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
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